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BUPATIKOLAKAUTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan
dasar warga negara, Pemerintah Daerah
menyelenggarakan perlindungan dan
pemberdayaan masyarakat secara terencana,
terarah, dan berkelanjutan;

b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan
iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global,
kerentanan terhadap bencana alam dan risiko
usaha, serta sistem pasar yang belum sesuai
dengan prinsip transparansi dan keadilan, petani
dan nelayan membutuhkan perlindungan dan
pemberdayaan;

c. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani dan
nelayan diarahkan untuk terwujudnya kemandirian
dan daya saing guna kesejahteraan;

d. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani dan
nelayan perlu didukung dengan peraturan daerah
sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan
Nelayan.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Nomor 5068);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya
Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Peneermaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomorl53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang
Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Keeil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5719);

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan
Atas Resiko Pada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan
Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 907).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOLAKAUTARA
dan

BUPATIKOLAKAUTARA

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAANPETANIDAN NELAYAN

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Utara dan /atau yang sedang

menjab t atau pelaksana tugas Bupati Kolaka Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah

adalah ewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Instansi Pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
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6. Petani adalab warga negara Indonesia perseorangan darr/atau beserta
kelu~ganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/ atau perikanan;

7. Nelayari adalab setiap orang yang mata pencahariannya melakukan
penang~apan ikan;

8. Perlin? ngan petani dan nelay~ adalah segala upaya untuk membantu
petani an nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh
~r~sarana dan sarana produksi, ketersediaan laban, kepastian usaha,
nsiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan
perubaban iklim;

9. Pemberdayaan petani dan nelayan adalah segala upaya untuk
meningkatkan kemampuan petani dan nelayan untuk melaksanakan
usaha ~i dan perikanan yang lebih baik melalui pendidikan dan
pelatiha , penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan
sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan, konsolidasi dan
jaminan luasan lahan pertanian dan daerah tangkapan, kemudahan akses
ilmu pe~getahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan
petani dan nelayan;

10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alarn hayati dengan
bantu an teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk
menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan dalam suatu
agroeko~istem;

11. Usaha tani dan perikanan adalab kegiatan dalam bidang pertanian, dan
hasillau!t mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, saran a
produksi, pemasaran hasil, dan /atau jasa penunjang untuk mencapai
kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat;

12. Komoditas pertanian dan perikanan adalab hasil dari usaha tani dan
perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan Zatau dipertukarkan.

13. Pelaku ~saha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi
pertan~. dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan
kelaut ,serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah
hukum abupaten Kolaka Utara;

14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

15. Kelembagaan petani dan nelayan adalah lembaga yang ditumbuh
kembangkan dari, oleh, dan untuk petani dan nelayan guna memperkuat
dan memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan;

16. Kelompok tani dan Kelompok nelayan adalah lembaga yang ditumbuh
kemban~kan dari, oleh dan untuk petani dan nelayan yang terdir~ dari
sejumlah petani dan nelayan guna memperjuangkan kepentingan
anggotariya:

17. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah
gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan
kepentingan anggotanya;

18. Gabungan kelompok nelayan yang selanjutnya disebut Gapoknel, adalah
gabungan lebih dari satu kelompok nelayan guna memperjuangkan
kepentin~an anggotanya;

19. pemberdryaan Usaha Garam Rakyat adalah program pemberdayaan yang
berada dl Kabupaten Kolaka Utara.

20. Asosiasi petani dan nelayan adalah kumpulan dari petani dan
nelayan,kelompok tani dan nelayan, dan/ atau Gapoktan dan nelayan;

21. Dewan komoditas pertanian dan perikanan adalah suatu lembaga yang
beranggotakan petani dan nelayan serta stakeholdernya untuk
memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan;
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22. Kelemb~gaan ekonomi petani dan nelayan adalah lembaga yang
melaksanakan kegiatan usaha tani dan nelayan yang dibentuk oleh, dari,
dan untuk petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitas dan
efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum;

23. Badan usaha milik petani dan nelayan adalah badan usaha berbentuk
koperal' atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani dan nelayan;

24. Lembag keuangan petani dan nelayan adalah badan usaha yang
menghi pun dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana
masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani
dan nelfyan dalam bentuk kredit darr/atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka pembiayaan usaha tani;

25. Lembaga pembiayaan petani dan nelayan adalah badan usaha yang
melakul1an kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau
barang. F,odal untuk memfasilitasi serta membantu petani dan nelayan
dalam melakukan usaha.

26.
BAB II

ASAS, TUJUANDANRUANOLINOKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal2

Perlindung~ dan pemberdayaan petani dan nelayan berdasarkan asas:
a. kemand~an;
b. kedaulatan;
c. kebermanfaatan;
d. keber~aan;
e. keterp~?pan;
f. keterbukaan;
g. efisiensi berkeadilan; dan
h. berkelan~utan.
1.

Pasal3

Perlindunga~ dan pemberdayaan petani dan nelayan ber::ujuan untuk:
a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani dan nelayan dalam

rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan
hidup Yalflglebih baik; . .

b. melindungi petani dan nelayan dari kegagalan panen dan nsiko harga;
c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian dan perikanan yang

dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani dan usaha penangkapan
ikan: I

d. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan
perikanan yang melayani kepentingan usaha tani dan usaha penangkapan
ikan; I

e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan serta
kelembagaan petani dan nelayan dalam menjalankan usaha tani dan
usaha PTangkapan ikan :yang produktif, maju, mode~n, bemilai tambah,
berdaya ,aing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan

Bagian Kedua
Tujuan
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f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani dan
usaha qenangkapan ikan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

±
Pasal4

Ruang ling up perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan meliputi:
a. perene aan;
b. perlindungan petani dan nelayan;
e. pemberdayaan petani dan nelayan;
d. pembia1aan;
e. pengaWfSan;dan
f. peran s rta masyarakat.

BABIII
PERENCANAAN

Pasal5

(1) Pereneanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan
dilakukan seeara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan,
dan akitabel.

(2) Perenea aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
a. daya ukung sumber daya alam lingkungan;
b. kebu han sarana dan prasarana;
e. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
d. reneana tata ruang wilayah;
e. reneana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil, reneana tata

ruan~laut nasional, dan reneana zonasi kawasan laut;
f. perke bangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
g. luas 1 an;
h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
i. jumlah petani dan nelayan.

(3) Pereneafaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
yang in~gral dari:
a. rene a pembangunan nasional; dan
b. renea a pembangunan daerah.

Pasal6

Pereneana:r sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit
memuat strrtegi dan kebijakan.

Pasal 7

(1) Strategi r,erlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana
dimaksUJd dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai
kewen~gannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani
dan nelayan.

(2) Strategi perlindungan petani dan nelayan dilakukan melalui:
a. pras~ana dan sarana produksi pertanian dan produksi perikanan;
b. kepas ian usaha pertanian dan perikanan;
e. harga komoditas pertanian dan perikanan;
d. penghlapusan praktik ekonomi biaya tinggi;

6



e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak

perubahan iklim;
g. asurapsi pertanian;
h. bantuF. dan subsidi;
i. komoditas unggulan;
j. hak kekayaan intelektual;dan
k. perlindungan dari praktek persaingan usaha tidak sehat.

(3) Strategi pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan dan pendampingan;
c. peng~, bangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
d. pen tamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan

pang nasional;
e. kons lidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dan wilayah

penangkapan ikan;
f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
h. penguatan kelembagaan petani dan nelayan.

I Pasa18

(1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan
perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

(2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dan
nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah
mempertimbangkan:
a. perlinjdungan dan pemberdayaan petani dan nelayan dilaksanakan

selar,s dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
kemerterianjlembaga non kementerian terkait lainnya; dan

b. perli9dungan dan pemberdayaan petani dan nelayan dapat
dilaksanakan oleh masyarakat danj atau pemangku kepentingan
lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasa19

(1) peren~!aan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan disusun
oleh Pe erintah Daerah dengan melibatkan petani dan nelayan;

(2) Perenca aan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan
sebagai ana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)terkait;

(3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan
pember?ayaan petani dan nelayan baik jangka pendek, jangka menengah
maupu jangka panjang.

Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas rencana perlindungan dan
pemberdayaan petani dan nelayan Daerah.

Pasal 10
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BABrv
PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasalll

(1) Perlindu gan petani dan nelayan dilakukan melalui penentuan strategi
sebagai ana dalam Pasal 7 ayat (2);

(2) Perlindul gan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat hu uf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h,dan huruf i
diberik kepada:
a. petan dan nelayan yang tidak mempunyai lahan dan tidak mempunyai

alat enangkap ikan yang mata pencaharian pokoknya adalah
melak kan usaha (penggarap / penyewa);

b. petan yang melakukan usaha budidaya tanaman pada luas lahan
palin luas 2 (dua) hektar dan nelayan yang melakukan usaha
pen gkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran
palin besar 5 (lima) Gross Ton (GT)dan beroperasi dibawah 4 mil;

c. petan penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani
dan aenggarap paling luas 2 (dua) hektar;

d. petan dan nelayan yang tidak memerlukan izin usaha;
e. petan yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan laban

pert ian pangan berkelanjutan di Daerah; dan
f. petan yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan yang

dilind ngi.
(3) Perlindu gan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) uruf d dan huruf e diberikan kepada petani dan nelayan.

(1) Pemerinfah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan,
pelaksatjla?D-'dan pengawasan perlindungan petani dan nelayan.

(2) Koordin si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan
strategi perlindungan petani dan nelayan sebagaimana yang dimaksud
Pasal 7 yat (2).

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani dan nelayan
sesuai deng kewenangannya.

Pasa113

Bagian Kedua
rasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

(1) Pemeri tab Daerah bertanggungjawab membangun ketersediaan
prasar a pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) uruf a.

(2) Prasar a pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antata lain meliputi:

Paragaraf 1
Prasarana Pertanian dan Perikanan

Pasal14

8



a. bend~ngan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan
~e~e9ang~~ya;dan

b. janngan hstrik, pergudangan, pelabuhan, tempat pelelangan ikan, dan
pasar.]

Pasal15

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
pelaku usa~a dapat menyediakan prasarana pertanian dan perikanan yang
dibutuhkan petani dan nelayan.

Pasa116

Petani dan nelayan berkewajiban memelihara prasarana pertanian dan
perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal14.

Paragaraf2
Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Pasal17

(I) Pemerin~ Daerah membantu menyediakan sarana produksi pertanian
dan peri~anan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang
tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi petani dan nelayan.

(2) Sarana Iproduksi pertanian dan produksi perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) sekurang-kurangnya meliputi:
a. penyediaan benih, pupuk, dan pestisida sesuai dengan stan dar mutu,

bibit'lakalan temak, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar
mutu; an

b. penye iaan alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai standar
mutu dan kondisi spesifik lokasi.

(3) Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan sesuai dengan
penggunaan sarana produksi lokal;

(4) Pemerintah Daerah mendorong petani dan nelayan untuk menghasilkan
sarana jroduksi pertanian dan perikanan yang berkualitas untuk
kebutuh,n sendiri dan Zatau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal18

Selain dibanf disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, pe aku usaha dapat menyediakan saran a produksi pertanian dan
perikanan ya g dibutuhkan petani dan nelayan.

Pasal 19

(1) Pemerint~ Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman,
bibit ataUj bakalan temak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian dan
perikanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;

(2) Pemberian bantu an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat
guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat
jumlah.
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Untuk me jamin kepastian usaha tani dan perikanan sebagaimana
dimaksud d lam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. menetap an kawasan usaha tani dan perikanan berdasarkan kondisi dan

potensi mber daya manusia, serta sumber daya buatan;
b. memberi an bantu an pemasaran hasil pertanian, garam dan perikanan

kepada etani dan nelayan yang melaksanakan usaha tani dan perikanan
sebagai rogram Pemerintah Daerah; dan

c. kan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan hasil

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha

Pasa120

Pasal21

Ketentuan 1 bih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 0 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Harga Komoditas Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1
Umum

Pasal22

(1) Pemerintah Daerah dapat menciptakan kondisi yang menghasilkan harga
komodit lispertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi petani dan
nelayan ebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c;

(2) Pemerin Daerah dapat menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud
padaaya (1)dapat dilakukan dengan menetapkan:
a. strukt r pasar produk pertanian dan produk perikanan yang

berim ang; dan
b. dana penyangga harga pangan dan harga ikan sesuai dengan

kern puan keuangan Daerah.

Pasal23
Setiap orang wajib mematuhi ketentuan besaran harga pokok hasil pertanian
dan perikan

Bagian Kelima
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasa124
Pemerintah aerah memberikan jaminan kepada petani dan nelayan berupa
penghapu praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7ayat 2) huruf d, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan
yang tidak s suai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembangunan Sistem Peringatan Dini
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Dampak Perubahan Iklim

Pasal25

Pemerintah IDaerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan
dampak penr-bahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
e.

Pasal26

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi prakiraan iklim untuk
mengantisipasi terjadinya gagal panen;

(2) Pemerin9ili Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan
melakukan:
a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan,

dan/ atr,u wabah penyakit hewan menular;
b. peramalan cuaca di laut; dan
c. upaya Ipenanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan

ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, danJ atau wabah
penyak~t hewan menular.

(3) Antisipas\ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan wenyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil
peramal~ ledakan organisme pengganggu tumbuhan danJatau wabah
penyakit hewan menular, cuaca dan badai di laut.

BABV
PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

Bagian Kesatu
Umum

I Pasal27
Pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan untuk memajukan dan
mengembangkan pola pikir petani dan nelayan, meningkatkan usaha tani dan
perikanan, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani dan nelayan
agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal28

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani dan
nelayan sesuJi dengan kewenangannya.

I Pasal29

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan,
pelaksanaari, dan pengawasan pemberdayaan petani dan nelayan;

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
melaksanakan strategi pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana
dimaksud Idalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendidikan Dan Pelatihan

Pasal30

(1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani
dan nelayan; .

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
berupa: 11



a. penge bangan program pelatihan dan pemagangan;
b. pemb rian beasiswa bagi petani dan nelayan untuk mendapatkan

pendi ikan di bidang pertanian dan perikanan; dan
c. penge bangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis dan hasil

laut.
(3)Petani d n nelayan yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan

serta me enuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
dapat m mperoleh bantuan dari Pemerintah danj'atau Pemerintah Daerah;

(4)Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus
pada pet' i dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal31

elayan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya
idikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
kan tata cara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan,

dan perna an serta penangkapan ikan yang baik sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan ya.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal32

(1) Pemerint Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada
petani d nelayan;

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan oleh
penyuluh;

(3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar petani dan nelayan dapat
melakukan:
a. tata cfa budidaya, pengolahan, pemasaran, dan penangkapan ikan

yang b ik;
b. analisi kelayakan usaha yang menguntungkan;,
c. kenntr an dengan pelaku usaha; dan
d. akses ermodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank

dalam angka peningkatan usahanya.
(4)Ketentua lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur

dengan P raturan Bupati.

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal33

(1) Pemerin Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan
pemberd yaan petani melalui pengembangan sistem dan saran a
pemasar hasil pertanian dan perikanan;

(2) Pengemb gan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan
perikana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
a. mewuj dkan pasar hasil pertanian dan perikanan yang memenuhi

stand a keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban

b. mewuj dkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan;
c. memfa ilitasi pengembangan pasar hasil pertanian dan perikanan yang

dimiliki dan /atau dikelola oleh kelompok tani/nelayan, gabungan
kelom ok tani Znelayan, koperasi, dan Zatau kelembagaan ekonomi
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perik~ldan nelayan lainnya di daerab produksi komoditas pertanian dan
pe anan;

d. membatasi pasar swal b' ...b k . ayan yang ukan dimiliki danjatau tidak
e .eI)asama dengan kelompok tanijnelayan, gabungan kelom ok

~lj elarB:n, kope~a~i, danyatau kelembagaan ekonomi petani ~an
ne ~kY amnya dlwIlayab produksi komoditas pertanian danjatau
pen an;

e. me?ge bangkan pola kemitraan usaha tani dan perikanan an
saling memerlukan~ mempercayai, memperkuat, dan menguntun ka:. g

f. me~gernbangkan sistern pemasaran dan prornosi hasil pertanl·gan d'
penkanan; an

g. menge~bangkan pasar lelang; dan
h. menyedlakan informasi pasar hasil pertanian dan perikanan.

. I Pasal34
Setl~p oran~ yru:g mengeiota pasar swalayan berkewajiban mengutamakan
peniualan komoditas, pertanian dan perikanan Daerah.

Pasal35
::me~tah Da~ra? ~esu~ dengan kewenangannya rnenyelenggarakan
pI O~OSI dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi kornodrte.e pcrtAninn dan
penkanan da rah.

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Laban Pertanian

Pasal36
(1) Pemerintah Daerab berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan laban

pertanian;
(2) Jaminan ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. konsoli asi lahan pertanian; dan
b. jamin luasan laban pertanian.

Bagian Keenam
Konsolidasi Laban Pertanian

Pasal37
(1) Konsolidasi laban pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat

(2) huruf rnerupakan penataan kernbali penggunaan dan pernanfaatan
laban ses ai dengan rencana tata ruang wilayab untuk kepentingan laban
pertanian;

(2) Konsolida i laban pertanian diutamakan untuk rnenjarnin luasan lahan
pertanian untuk petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
agar mencapai tingkat kehidupan yang layak;

(3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pengendalian alih fungsi laban pertanian dan pemanfaatan lahan
pertanian yang terlantar.

k Pasal38
(1) Selain ko olidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36, Peme tah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian
melalui penetapan laban terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian;

(2) Perluasan laban pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal39
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Kemudahan bagi petani untuk memanfaatkan lahan pertanian sebagaimana
dimaksud d am Pasal 36 ayat (2) huruf b harus dapat diberikan pada lahan
yang sedang diusahakan atau lahan kawasan pertanian dan perikanan.

Pasa140

Pemanfaata tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian
dilakukan d ngan persyaratan sebagai berikut:
a. diberik kepada petani penggarap tanaman pangan darr/atau bagi petani

budiday komoditas unggulan tertentu yang memiliki nilai manfaat dan
ekonomi tinggi;

b. petani s bagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah petani yang tidak
memiliki lahan usaha tani sendiri dan menggarap paling luas 0,5 (nol
koma Ii a) hektare; dan

c. tanah mi ik Daerah sepanjang tidak dipergunakan dan /atau dimanfaatkan
untuk kjPentingan Daerah.

Pasa141

(1)Petani y g menerima kemudahan untuk memanfaatkan tanah negara
yang di eruntukkan atau ditetapkan untuk kawasan pertanian wajib

akan lahan pertanian yang dikelolanya dengan memanfaatkan
sumber aya alam secara lestari dan berkelanjutan;

(2)Tata car pemanfaatan tanah negara yang diperuntukkan bagi petani
sebag~ ana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Pasa142

(1) Petani di arang mengalihfungsikan lahan pertanian sebagaimana
dimaksu dalam Pasal 40.

(2) Petani ilarang mengalihkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud
dalam P sal 40 kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal43

(1) Pemerin Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu
penge~~uan, teknologi, dan informasi;

(2) Kemud an akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penye arluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. kerja ~ama alih teknologi; dan
c. penye iaan fasilitas bagi petani dan nelayan untuk mengakses ilmu

pen~e ahuan, teknologi, dan informasi.

a. saranf. produksi pertanian dan perikanan;
b. harga Ikomoditas pertanian dan perikanan;
c. peluang dan tantangan pasar;
d. prakiraan iklim, dan ledakan organism pengganggu

dan/ u wabah penyakit hewan menular;

Pasal44

(1) Penyedi an informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
huruf c aling sedikit berupa:

tumbuhan
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e. pendi ikan, pelatihan dan penyuluhan;
f. pemb1rian bantuan modal; dan
g. keter~diaan lahan pertanian dan alat penangkapan ikan.

(2) Informa i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat
diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, nelayan, pelaku usaha,
darr/ata masyarakat.

Pasal45

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan teknologi untuk
mencapai st ndar mutu komoditas pertanian dan perikanan.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1
Umum

Pasal46

(1) Pemerin ah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi
terbentu ya kelembagaan;

(2) Kelemb aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
kelemba aan petani dan nelayan dan kelembagaan ekonomi petani dan
nelayan;

(3) Pemben ukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dilaksb an dengan perpaduan dati budaya, norma, nilai, dan kearifan
local pet i dan nelayan;

(4) Kele~b aan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri a
a. kelom ok tani dan nelayan;
b. gabu gan kelompok petani dan nelayan; dan
c. asosi si komoditas pertanian dan perikanan.

(5) Kelemb aan ekonomi petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada
ayat(2) erupa badan usaha milik petani dan nelayan.

Pasa147

Petani d?J1 nelayan berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam
kelembaga petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal46.

Paragraf2
Kelembagaan Petani dan Nelayan

Pasal48

(I) Kelomp k tani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(4)huru a dibentuk oleh, dati, dan untuk petani dan nelayan;

(2) Kelomp k tani dan nelayan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan,
kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk
mening atkan dan mengembangkan usaha anggota;

(3) Kelomp k tani dan nelayan setelah terbentuk harus mendapatkan
pengu han dari Kepala Dinas Teknis yang menangani penyuluhan
pertani dan perikanan.
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Pasal49

~y:~U(41~ k l~mtoktani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
1 u u merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani dan

ne ayan y g berkedudukan di desa dalam kecamatan yang t
kabupaten. sarna a au

Pasal50

BAB VI
PEMBIAYAAN

(1) Pemerin ? Daera.? dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan
usaha 1 dan penkanan.

(2) ;:as~itasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat
11)dilaku an dengan:
a. pembem pinjaman modal untuk memiliki lahan pertanian atau alat

dan pe ahu penangkapan ikan;
b. pembe ian bantuan penguatan modal bagi petani dan nelayan

sebag .. ana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
c. pembe an bantuan program pertanian; dan/atau
d. pemfl atan tanggung jawab sosial perusahaan serta program

kemitr an dan bina lingkungan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal51

(1) Untuk m njamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan
petani d nelayan, dilakukan pengawasan terhadap kinetja perencanaan
dan pelak anaan;

(2) Pengawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan,
pemantau dan evaluasi;

(3) Pengawas n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksan .an secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan Peme intah Daerah sesuai kewenangannya;

(4) Dalam m laksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pemerinta dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam

dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasa152

Masyarakat apat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan
pemberdaya petani dan nelayan.

Pasa153

(1) Peran ~ery:amasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat
di1akU~4 oleh:
a. perseor ngan;
b. lembag swadaya masyarakat; dan
c. pelaku saha.

(2) Peran se masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakuk terhadap:
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PENJELASAN
ATAS

NOMOR 6 TAHUN2019
I TENTANG

PERtINDUNGANDANPEMBERDAYAANPETANIDANNELAYAN

1. UMUM I
I

Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan merupakan wujud
dari upaya menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dalam
masyarakat khususnya bagi petani dan nelayan. Sesuai dengan amanah
Undang'-Uf:dang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberda aan Petani dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindun an dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak I Garam, maka kebijakan perlindungan petani dan nelayan
tradisiona1 di daerah perlu didukung peraturan daerah sebagai landasan
Adanya k~cenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan
gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko
usaha, serta sistem pasar yang belum sesuai dengan prinsip transparansi
dan keadilan, petani dan nelayan membutuhkan perlindungan dan
pemberdayaan.

II.PASAL DE*1 PASAL

Pasal1 I
Cukup IJelaS

Pasal2 I
Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah
penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dan
nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan
mengutamakan kemampuan sumberdaya dalam negeri.

HurufB
yang dimaksud dengan asas kedaulatan adalah penyelenggaraan
perlindungan dan pemberdayaan ?e~i dan nelayan ~arus
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan petarn dan
felayan yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka
jengembangkan diri.

Hurufci
Yang dimaksud dengan asas kebermanfaatan adalah
~enyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani dan
nelayan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.
I

Hurufd
tang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah
~enyelenggaraan perlindungan petani dan. nelayan ~arus
qilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemenntah, Pemenntah
IDaerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Hurufel
'fang dimaksud dengan asas keterpaduan .adalah
~enyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus
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memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang
bersifat lintas sektor, lintaswilayah, dan lintas pemangku
kepentingan.

I
I
I

Huruff
I Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah
I penyelenggaraan perlindungan dan pemberdyaan petani dan
I nelayan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi
II petani dan nelayan dan pemangku kepentingan lainnya yang
I didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh
I masyarakat.
I

Hurufg
\Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah
I penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dan
I nelayan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sarna
Isecara proposional kepada semua warga Negara sesuai dengan
\kemampuannya.
I

Huruf h
IYang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah
Ipenyelenggaraan perlindungan pemberdayaan petani dan
Inelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan
Ilberkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan
petani dan nelayan.
I

Pasa13 II

Cukup Jelas.
I

Pasal4 I
Cukup ~elas.

Pasal5 I
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)\

Cukup jelas.
Ayat (3)1

Cukup jelas.
I

Pasal6
Cukup jelas.

Pasal 7 \
Ayat (1)I

Cukup jelas.
Ayat (2) I

Cukup jelas.
Ayat (3) I

C¥kuP jelas.

Pasal8
Ayat (1)

C-akup jelas.
IAyat (2) I

Cukup jelas.

Pasal9
20



Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat 2)
Cukup jelas.

Ayat 3)
Cukup jelas.

Pasall0
Cuku jelas.

Pasal 11
Ayat(V

ukupjelas.
Ayat ( )

Ukupjelas.
Ayat ( )

Ukupjelas.

Pasal12
Cukup jelas.

Pasal13
Ayat (1

ukupjelas.
Ayat(2

ukupjelas.

Pasal 15
Cukup elas.

Pasal16
Cukup elas.

Pasal17
Ayat (1)

C
Ayat (2)

C
Ayat (3)

C
Ayat (4)

C

Pasal18
Cukupj las.

Pasal19
Ayat (1)

C kupjelas.
Ayat (2)

C kupjelas.
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Pasa120
Cu pjelas.

Pasa121
Cuk

Pasa122
Ayat 1)

Cukup jelas.
Ayat (j<)

Cukup jelas.
Pasa123

Cuku jelas.

Pasa124
Cuku

Pasa125
Cuku

Pasa126
Ayat(l

ukupjelas.
Ayat (2

ukupjelas.
Ayat (3

ukupjelas.

Pasa127
Cukup jelaS.

Pasal28
Cukup elas.

Pasa129
Ayat (1)

C
Ayat (2)

C

Pasal30
Ayat (1)

C kupjelas.
Ayat (2)

C kupjelas.
Ayat (3)

C kupjelas.
Ayat (4)

C kupjelas.

Pasa131
Cukupj las.

Pasa132
Ayat (1)

C
Ayat (2)

C kupjelas.
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Ayat 3)
Cukup jelas.

Ayat 4)
Cukup jelas.

Pasa133
Ayat 1)

Cukup jelas.
Ayat 2)

Cukup jelas.

Pasa134
Cuku jelas.

Pasal35
Cuku jelas.

Pasa136
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat ( )

Cukup jelas.

Pasa137
Ayat ( )

Cukup jelas.
Ayat (2)

ukupjelas.
Ayat ( )

ukupjelas.

Pasa138
Ayat ( )

ukupjelas.
Ayat ( )

ukupjelas.

Pasa139
Cuku

Pasal40
Cuku

Pasa141
Ayat ( )

ukupjelas.
)
ukupjelas.

Pasa142

Ayat (~
ukupjelas.

Ayat ( )
ukupjelas.

Pasa143
Ayat ( )

ukupjelas.
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Ayat (4)
ukupjelas.

Pasal44
Ayat ( )

ukupjelas.
Ayat ( )

ukupjelas.

Pasal45
Cukup jelas.

Pasa146
Ayat (1)

ukupjelas.
Ayat (2

ukupjelas.
Ayat(3

Cukup jelas.
Ayat(4

ukupjelas.
Ayat (5

ukupjelas.

Pasal47
Cukup jelas.

Pasa148

Ayat (~
ukupjelas.

Ayat (2
ukupjelas.

Ayat(3
ukupjelas.

Pasal49
Cukup jelas.

Pasal50
Ayat (1

ukupjelas.
Ayat (2

ukupjelas.

Pasal51
Ayat(l

ukupjelas.
Ayat(2

ukupjelas.
Ayat (3

ukupjelas.
Ayat(4

ukupjelas.

Pasal52
Cukup jelas.

Pasal53
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Ayat ( )
ukupjelas.

Ayat ( )
ukupjelas.

Pasa154
Cukup jelas.

Pasal55
Cukup jelas.

Pasal56
Cukup jelas.

Pasal57
Cukup jelas.

Pasal58
Cuku

EM BARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR ...
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a. penyysunan perencanaan;
b. perli;dUngan petani dan nelayan;
c. perp. rdayaan petani dan nelayan;
d. pembiayaan:
e. pengawasan;dan
f. penyediaan informasi.

Masyarakat dalam perlindungan petani dan nelayan dapat berperan serta
dalam:
a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian dan perikanan;
b. mengu~akan konsumsi hasil pertanian dan perikanan daerah;
c. menceg alih fungsi lahan pertanian dan perikanan;
d. melapor an adanya pungutan yang tidak sesuai dengan Peraturan

Perunda g-undangan; dan
e. menyediakan bantu an sosial bagi petani dan nelayan yang mengalami

bencana.

Pasal 54

Masyarakat dalam pemberdayaan petani dan nelayan dapat berperan serta
dalam menyelenggarakan:
a. pendidikrn non formal;
b. pelatih~dan pemagangan;
c. penyulu an;
d. penguat kelembagaan petani dan nelayan dan kelembagaan ekonomi

petani dan nelayan;
e. fasilitasi sumber pembiayaan atau pennodalan; dan
f. pemberi fasilitas akses terhadap informasi.

Pasal 55

BABIX
HAKDANKEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal56

Hak kelompo tani dan nelayan yaitu:
a. mendapa pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah

Daerah ~elalUi OPD/instansi terkait, darr/atau dari lembaga tani Znelayan
hierarki i atasnya;

b. mendafta kan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada OPD yang
membida gi penyuluhan;

c. mendapat kemudahan akses informasi dan saran a produksi pertanian dan
perikanan;

d. mendapa~ perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan Perundang-
undanga ; dan

e. menentu an sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan
penggunaan hasil tani dan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

17



Pasal57

Kewajiban ~elompok tani dan nelayan yaitu :
a. mendafpkan atau melaporkan keberadaannya sebagai petani atau

nelayan melalui kelompok tani dan nelayan, kepada OPD yang
membid gi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai pangkalan
data yang akurat;

b. menyusfn pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili
atau wil yah kerja, dan struktur kepengurusan apabila petani dan nelayan
tersebu tergabung dalam suatu kelompok;

c. melapo) an kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada
pemerintah desajkelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau
instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir
mauPu~bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan

d. membu t laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di
dalamn a rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun
penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari
pemerinrh dan Pemerintah Daerah.

BABX
KETENTUANPENUTUP

I Pasal58

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ~orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Utar .

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 29 November 2019

BUPATIKOLAKAUTARA,

ttdjcap

H. NUR RAHMANUMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tangg,l 29 November 2019

SE ETARIF DAERAHKABUPATENKOLAKAUTARA,

LEM

O

~H KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6
NOR G P1RATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI
SULA E~I ANGGARANOMOR 6 TAHUN2019 (.9/tll'Pf/l9 )
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